BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAILIAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20
Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 105
peraturan menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Jenjang Nilai
Pengadaan Barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat;

b. bahwa Peraturan Bupati Bangka Nomor 4 A Tahun 2012
tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan
Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat
perlu ditinjau kembali sejalan dengan telah diberlakukannya
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bangka tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit
Umum Daerah Sungailiat.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033 );

—

Mengingat :

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3637);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 70 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08 /PMK.02/2006 tentang
Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;



17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bangka
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor
10);

18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
703/MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dilingkungan
Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SUNGAILIAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1

. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

. Bupati adalah Bupati Bangka.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

10.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.

. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD

Sungailiat Kabupaten Bangka.

. Pimpinan BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat.

. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat yang

selanjutnya disingkat BLUD RSUD Sungailiat adalah Instansi di lingkungan
Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupan penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD) pada batas-batas tertentu yang dikecualikan
dari ketentuan yang berlaku umum.

. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian

Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.



(1)

(2)

(3)

(1)

BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 2

Pengadaan Barang/Jasa pada badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan
barang/jasa Pemerintah.

Pengadaan barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip:

a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan
menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran
yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat
dipertanggungjawabkan;

b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan
yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya sesuai engan sasaran yang ditetapkan;

c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan
barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara
evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya
terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi
masyarakat luas pada umumnya;

d. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka
bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan
melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang
setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan
dan prosedur yang jelas dan transparan;

e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi
semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi
keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan
apapun;

f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun
manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan
yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan pimpinan
BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin
ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses
pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan
dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 3

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status penuh dapat
diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari
ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila terdapat alasan
efektifitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap
pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:

a. jasa layanan;

b. hibah tidak terikat;

c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan

d. lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang sah.

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang
ditetapkan oleh pimpinan BLUD.

Untuk Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah
terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari
pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang
berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 4

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 dilakukan oleh pejabat pengadaan/Panitia Pengadaan atau Kelompok
kerja pada unit Layanan Pengadaan.

Panitia pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang
bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 5

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai
berikut:

A.Sistem Pengadaan barang atau Jasa lainnya:
1. Pengadaan Langsung

Pengadaan Dbarang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.
500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pembelian
langsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang
ditentukan dalam dokumen pengadaan.

2. Pelelangan Sederhana

Pengadaan barang/jasa dengan nilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus
juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)
dilakukan dengan metode pelelangan sederhana kepada penyedia
barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen
pengadaan.

3. Pelelangan Umum

Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.1.000.000.000,- (Satu
milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum kepada
penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam
dokumen pengadaan.



B.Sistem Pekerjaan Konstruksi:
1. Pengadaan Langsung

Pekerjaan Konstruksi dengan nlai sampai dengan Rp. 500.000.000,- (
lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada
penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam
dokumen pengadaan.

2. Pelelangan Sederhana

Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)
dilakukan dengan metode pelelangan sederhana kepada penyedia
barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen
pengadaan.

3. Pelelangan Umum

Pekerjaan Konstruksi dengan nilai diatas Rp.1.000.000.000,- (Satu
milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum kepada
penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam
dokumen pengadaan.

C.Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi:

1. Pengadaan Langsung

Pengadaan jasa konsultansi dengan nlai sampai dengan Rp.
100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dapat dilakukan
pengadaanlangsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi
syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

2. Pelelangan Sederhana

Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus
juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta
rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan sederhana kepada
penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam
dokumen pengadaan.

3. Pelelangan Umum

Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,-
(Dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum
kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan
dalam dokumen pengadaan.

(2) Dalam penetapan penyedia barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari pejabat
yang ditunjuk oleh Pimpinan BLUD dengan melibatkan semua unsur
Pejabat pengelola BLUD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).



(2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 4 A
Tahun 2012 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan
Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Juni 2014

BUPATI BANGKA,
Cap/dto
TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

cap/dto
ASMAWI ALIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH, MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006



